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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Katolik De La Salle Manado merupakan salah satu Universitas 

terbaik yang berada di Sulawesi Utara. Universitas Katolik De La Salle Manado 

memiliki motto Religio, Mores, Cultura. Universitas Katolik De La Salle Manado 

didirikan pada tanggal 7 Agustus 2000 dengan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nomor 123/D/O/2000 dan saat ini memiliki 7 (tujuh) fakultas serta 13 

(tiga belas) program studi yang ada: Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas 

Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pariwisata dan 

Fakultas Ilmu Pendidikan. (www.unikadelasalle.ac.id) 

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik De La Salle Manado memiliki 2 

program studi yaitu Manajemen dan Akuntansi. Dalam mengembangkan 

kemampuan mahasiswa Universitas Katolik De La Salle Manado memiliki 

program Kerja Praktek dengan maksud agar mahasiswa mendapat pembelajaran 

dan juga menjadi media untuk beradaptasi saat masuk dalam dunia kerja serta bisa 

menemukan hal-hal baru yang mungkin tidak di dapatkan selama mengikuti 

pembelajaran atau perkuliahan di kampus. 

Program Kerja Praktek menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa Unika 

De Salle Manado untuk memperoleh gelar sarjana, agar diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi mahasiswa agar mampu mengambil keputusan, 

membentuk relasi, serta siap menghadapi kerasnya dunia pekerjaan yang akan 

mereka hadapi kedepannya. Walaupun sedang berada di masa pandemi ini, kami 

http://www.unikadelasalle.ac.id/
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tetap menjalankan Kerja Praktek selama 10 minggu dengan selalu mengikuti 

protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. 

Pengertian Akuntansi Publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Fenomena yang dapat diamati dalam 

perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya  tuntutan pelaksanaan 

akuntabilitas publik seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja 

pemerintah, departemen dan lembaga negara. Tuntutan Akuntabilitas ini terkait 

dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam 

rangka memenuhi hak-hak publik.  

Dalam hal ini kasus korupsi. Korupsi dipandang oleh para “corruption 

apologist” sebagai minyak pelumas sistem ekonomi yang tidak berjalan secara 

efisien akibat tidak berfungsinya birokrasi dikombinasikan dengan peraturan 

pemerintah yang tumpang tindih. Korupsi ini menyebabkan kerugian Negara yang 

sangat besar secara finansial maupun non finansial. Kerugian terbesar bagi Negara 

dan rakyat tidak saja diakibatkan oleh besarnya nilai uang yang hilang, tetapi juga 

bergesernya orientasi kebijakan publik dari dan untuk kepentingan rakyat menjadi 

untuk kepentingan segelintir individu. Contoh klasik korupsi besar adalah 

privatisasi aset Negara secara tidak transparan dan fair, pemberian konsesi 

eksploitasi tambang dan kekayaan alam lainnya kepada kelompok tertentu dan 

lain sebagainya. 
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 Sehingga dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan 

kota, pengelolaan keuangan berada ditangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. 

Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk 

mengelola dana desentralisasi dengan cara transparan, ekonomis, efisien, efektif 

dan akuntabel. 

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah. Yang menyangkut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar 

entitas.  

Menurut Kasmir (2014:7) “Menjelaskan secara umum laporan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan atau perusahaan, baik pada saat tertentu 

maupun periode tertentu.”. Menurut Effendi (2020:9) Akuntansi Pemerintah 

adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif 

terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan 

ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif 

tindakan. 

Pemerintah Kabupaten Talaud kembali meraih Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
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Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini 

menjadi WTP yang kelima kalinya sejak LKPD TA. 2016. Untuk itu Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini sangat penting. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud merupakan objek Kerja Praktek penulis. Alasan penulis memilih tempat 

Kerja Praktek ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana dan apa saja yang 

dilakukan para pegawai di tempat ini dalam mengelola keuangan dan aset daerah 

sekaligus menambah pengalaman kerja sehingga dapat berguna di masa yang akan 

datang.  

Dalam instansi ini terbagi atas beberapa  bagian atau bidang satuan kerja 

yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Selama kegiatan 

Kerja Praktek penulis ditempatkan pada bagian Perbendaharaan dan aktivitas yang 

sering dilakukan atau dikerjakan yaitu mengenai Penyediaan Dana. Khususnya 

pada bidang Perbendaharaan dalam hal ini BUD memiliki fungsi untuk 

mengeluarkan   Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan salah 

satu kegiatan penting untuk proses pelaksanaan kerja. SPD di buat untuk 

menyediakan dana bagi setiap SKPD dalam periode waktu tertentu. SPD 

menunjukan informasi secara jelas alokasi dana tiap kegiatan yang tertata dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyediaan Dana meliputi Penyediaan 

Dana untuk belanja rutin dan Penyediaan Dana  untuk penggajian 

Untuk itu, penulis akan mempelajari bagaimana proses dan kegiatan apa 

saja dalam Penyediaan Dana dan penulis juga merasa bahwa penyediaan dana 

berperan penting dalam pengendalian untuk terlaksananya proses pencairan dana 

sesuai dengan permintaan. 
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Dalam melaksanakan fungsi bidang perbendaharaan dalam hal ini BUD, 

tentunya dalam hal penyediaan dana diperlukan berkas pendukung yakni Nota 

Pencairan Dana (NPD) yang diisi oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 

yang disahkan oleh Pengguna Anggaran. Surat Penyediaan Dana ini dapat 

diterbitkan apabila telah diverifikasi oleh staf bidang Perbendaharaan dan 

kemudian disahkan oleh BUD yang untuk kemudian permintaan dana tersebut 

boleh dicairkan. Oleh karena itu proses penyediaan dana sangatlah penting dan 

diperlukan, karena dengan tidak adanya penyediaan dana maka permintaan dana 

tidak akan sampai pada pencairan.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan Judul 

Laporan Kerja Praktek yaitu “Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana 

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah”. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari Kerja Praktek dapat diuraikan menjadi dua yaitu sebagai 

berikut: 

1.2.1 Tujuan Umum 

 

1. Dengan adanya Kerja Praktek penulis memahami dan 

membiasakan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja 

2. Dengan adanya Kerja Praktek penulis mendapat bayangan dan 

mendapat pengalaman akan pekerjaan didunia nyata 

1.2.2 Tujuan Khusus 

 

Untuk mengetahui bagaimana prosedur Surat Penyediaan Dana di Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 



 
 

6 
 

1.3 Metode Kerja Praktek 

 Penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data untuk 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini. 

 Menurut Sugiyono (2016:2) mengatakan bahwa  Metode  penelitian  pada  

dasarnya  merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 

1. Observasi (Observation) 

Menurut Creswell (2020 : 131) “Observasi merupakan proses 

untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati 

orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Disini pada awal 

kegiatan Kerja Praktek penulis mengamati tempat Kerja Praktek 

yaitu pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan juga 

bagaimana penulis beradaptasi dengan para pegawai. 

2. Keterlibatan Langsung (direct involvement) 

Aktivitas yang terlibat secara langsung untuk membantu pekerjaan 

yang di lakukan oleh penulis di tempat Kerja Praktek. Aktivitas 

misalnya penulis mulai melakukan pekerjaan yang ada pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya pada Bidang 

Perbendaharaan dalam proses Pengajuan Surat Penyediaan Dana 

3. Wawancara (interview) 

Menurut Sugiyono (2016: 194), jika peneliti ingin melakukan 

penelitian pendahuluan untuk menentukan masalah yang harus 

diteliti, dan peneliti ingin belajar dari narasumber yang lebih 

mendalam dan jumlah yang diwawancarai  sedikit/kecil maka 
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wawancara itu satu. Dimana penulis secara langsung menanyakan 

kepada pegawai-pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Khususnya informasi mengenai 

Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana  

4. Dokumentasi (documentation) 

Menurut definisi Sugiyono (2016: 240), penelitian kepustakaan 

mengacu pada catatan peristiwa masa lalu. Dokumen bisa berupa 

kata-kata manusia, gambar atau karya peringatan. Dalam hal ini 

penulis memberikan informasi berupa gambar selama penulis 

berkerja dan juga beberapa data mengenai prosedur Pengajuan 

Surat Penyediaan Dana untuk mendukung penyelesaian Laporan 

Kerja Praktek. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

 Adapun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi Latar Belakang Kerja Praktek. Tujuan Kerja 

Praktek yang dibagi menjadi dua yaitu Tujuan Umum dan Tujuan 

Khusus, Metode Kerja Praktek, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTEK 

 Bab ini berisi gambaran objek perusahaan mulai dari Sejarah 

perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, Logo perusahaan, Struktur 
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Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan perusahaan, dan Ruang Lingkup 

Pekerjaan.  

BAB III PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi uraian pekerjaan yang dilakukan penulis saat 

melaksanakan Kerja Praktek selama 10 minggu pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga prosedur yang diangkat 

penulis dalam Laporan Kerja Praktek ini. 

BAB IV PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dari Laporan Kerja Praktek yang      

didalamnya berisi tentang kseimpulan dan saran yang dikemukakan 

oleh penulis.   
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BAB II 

 DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTEK 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

 Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah pemekaran dari 

kabupaten induk yaitu Kabupaten Sangihe dan Talaud (Satal), berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4183) 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, PP Nomor 

41 Tahun 2007 Tentang  Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud merumuskan dan menata penyelenggaraan 

kewenangan sebagaimana berikut ini : Bupati Kepulauan Talaud didukung oleh 

pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/satuan kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah (LTD), dan Lembaga Lainnya serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

menjalankan urusan – urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan 
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urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan.Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi 

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, 

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Berdasarkan amanat PP 41 Tahun 2007 maka oleh Pemerintah Daerah 

membentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

diharapkan dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan yang prima 

untuk menuju pada pembangunan daerah yang dapat menciptakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan pelayanan umum sesuai tujuan dan 

harapan bersama. 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintah 

daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Talaud. Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang 

Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang. 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baru terbentuk pada tahun 

2016 berdasarkan Peraturan kepala Daerah Kabupaten kepulauan Talaud Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Kedudukan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah adalah unsur 

penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Badan dibantu 

oleh seorang Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang. 

 Gambar 2.1 Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

 

Sumber : Data Perusahaan 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Berikut merupakan Visi dan Misi dari Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah: 
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2.2.1 Visi  

 Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud lebih diberkati 

2.2.2 Misi 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bersih 

2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok 

3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah 

4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud 

Berlandaskan Pada Kasih 

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud 

yang Aman 

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Tangguh 

2.3 Logo  

 Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menggunakan 

Logo Kabupaten Kepulauan Talaud. Pada halaman berikut terdapat Logo dan arti 

Logo dari Kabupaten Kepulauan Talaud 

Gambar 1.2 Logo Kabupaten Kepulauan Talaud 

 

Sumber : Data perusahaan 



 
 

13 
 

Arti Logo : 

1. Garis Segi Lima  

Sebagai Lambang Pancasila Merupakan Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

2. Burung Merpati 

Sebagai Lambang Penyertaan Tuhan Yang Maha Esa dalam Kepimpinan 

di Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang di Landasi oleh 

Semangat Jiwa yang Tulus dan Setia 

3. Perahu 

Sebagai Lambang Kabupaten Kepulauan Talaud yang sedang 

mengharungi lautan luas untuk menghantar penumpang warga porodisa 

menuju pada kehidupan yang Adil dan Makmur 

4. Layar 

Menunjuk pada orang Talaud yang pantang menyerah dalam berbagai 

tantangan yang dihadapi, layer tetap dikembangkan menuju pantai Bahagia 

penuh dengan Sukacita 

5. Tiang dan tali 

Melambangkan kokohnya semangat pembangunan menuju masyarakat 

adil dan merata 

6. Buku Kitab 

Adalah pengetahuan yang senantiasa. Berkembang sebagai pengetahuan 

sumber daya manusia 

7. Padi, Pala dan Cengkeh 
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Padi 45 butir, Pala Cengkeh 17  Menunjukan pada hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Gambar ini pula memberi arti 

bahwa masyarakat Talaud adalah hidup dan berusaha di bidang pertanian 

8. Tunas Kelapa 

Melambangkan Generasi muda Talaud yang akan tumbuh dan siap 

menuntut ilmu yang kemudian hari bermanfaat untuk membangun Talaud. 

Gambar ini pula menunjuk pada komoditi andalan masyarakat Talaud 

9. Pagar 

Pagar mempunyai makna sebagai penjaga, pengayom, dan pelindung para 

pemimpin dan seluruh warga masyarakat Talaud dari Tinonda sampai 

Napombaru, makna lain adalah Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 

16 pulau. 

10. Payung 

Payung merupakan alat untuk melindungi baik itu waktu hujan maupun 

waktu panas dan ia selalu berada paling atas. 

11. Sansiotte-Sampate-pate 

Semboyan para leluhur orang Talaud yang mengajak warga untuk selalu 

bekerja bersama-sama, berat maupun ringan,  su ire wurru su waidde. 
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2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Perusahaan 

2.5 Deskripsi Pekerjaan 

 Berikut adalah deskripsi pekerjaan dari bagian-bagian yang ada pada 

struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
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a. Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis  di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah; 

3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 

membina, merencanakan, mensinkronisasikan, mengawasi, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan serta pelaksanaan tugas  Kesekretariatan, 

Bidang anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan serta Bidang 

Aset. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 7, Sekretariat 

melaksanakan fungsi sebagai berikut: Penyusunan bahan perumusan 

kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, 

bidang umum dan kepegawaian; 

1. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, bidang umum dan 

kepegawaian; 

2. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang 

Anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan aset serta kesekretariatan; 

3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi  Bidang 

Anggaran, Bidang akuntansi, Bidang perbendaharaan dan Bidang aset 

serta kesekretariatan; 

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan; 

5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan; 

6. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) untuk belanja bunga, Subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan; 

7. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik, 

Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Badan; 

8. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Badan; 

9. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan; 

10. Pelaksanaan akuntansi badan; 
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11. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKj.IP) Badan ; 

12. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

13. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati; 

14. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) badan; 

15. Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas 

16. Penghimpunan data dan informasi badan 

c. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran,administrasi 

anggaran dan bina administrasi anggaran desa serta administrasi belanja 

Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Anggaran melaksanakan 

fungsi: 

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan 

anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran dan Bina administrasi 

anggaran desa 
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2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) di 

bidang penyusunan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran dan 

Bina administrasi anggaran desa. 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyusunan anggaran, 

pengendalian pelaksanaan anggaran dan Bina administrasi anggaran desa. 

4. Pengkoordinasian penyusunan program Perencanaan APBD; 

5. Penyusunan APBD; 

6. Penyusunan Pedoman Pergeseran APBD 

7. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan  APBD; 

8. Penyusunan Analisa Standar Belanja; 

9. Penyusunan rancangan penetapan pejabat pelaksana penatausahaan 

keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD; 

10. Penyiapan bahan pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA); 

11. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang penyusunan anggaran, pengendalian pelaksanaan 

anggaran dan Bina administrasi anggaran desa. 

12. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; 

14. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan; 

15. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembiayaan; 

16. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja daerah; 

17. Membina administrasi anggaran pemerintah desa; 

18. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD; 
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19. Mengendalikan penyusunan APBD; 

20. Melaksanakan administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan 

Keuangan; 

21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

d. Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Belanja Gaji, 

Belanja Non Gaji dan Verifikasi dan Evaluasi; 

Untuk menyelenggarakan tugas  tersebut, Bidang Perbendaharaan 

melaksanakan fungsi : 

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji, 

Belanja Non Gaji dan Verifikasi dan Evaluasi 

2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) bidang 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di  bidang pengelolaan gaji, belanja 

non gaji dan verifikasi dan evaluasi 

4. Pelaksanaan pengujian terhadap semua pengajuan pembayaran; 

5. Pelaksanaan penelitian Surat Permintaan Pembayaran (SPM) gaji maupun 

non gaji; 

6. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan 

perbendaharaan dan ganti rugi (TP-TGR); 

7. Penelitian kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja dan 

pengesahan SPJ Pendapatan ; 
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8. Pelaksanaan sebahagian tugas Bendahara Umum Daerah yang 

dilimpahkan; 

9. Pelaksanaan penelitian kebenaran daftar gaji dan surat permintaan 

pembayaran (SPP) tunjangan lainnya; 

10. Pelaksanaan penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran 

(SKPP); 

11. Menyiapkan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   

pengendalian di bidang pengelolaan gaji,belanja non gaji dan verifikasi 

dan evaluasi; 

12. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; 

14. Melaksanakan   tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan 

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya 

e. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi Penyusunan Laporan Keuangan, Penatausahaan 

Keuangan dan Monitoring dan evaluasi keuangan. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang  Akuntansi 

melaksanakan fungsi: 

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyusunan 

Laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi 

keuangan. 
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2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) di 

bidang Penyusunan Laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan 

monitoring dan evaluasi keuangan. 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penyusunan Laporan 

keuangan, penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi 

keuangan. 

4. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah (SAPD) kepada entitas akuntansi. 

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah (SAPD); 

6. Pelaksanaan pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan 

laporan manajerial dari entitas akuntansi  menjadi laporan tunggal 

(Laporan Kompilasi) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

7. Penyusunan Produk hukum sesuai lingkup bidang akuntansi; 

8. Penyiapan Dokumen Produk Hukum tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD beserta penjabarannya dan dokumen pendukung 

lainnya; 

9. Penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   

pengendalian di bidang Penyusunan Laporan keuangan, Penatausahaan 

keuangan dan Monitoring dan evaluasi keuangan. 

10. Penyiapan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

11. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; 

12. Penyiapan pelaksanaan audit baik yang dilaksanakan oleh auditor 

eksternal maupun internal; 
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13. Penyiapan pertimbangan teknis dan atau administratif terkait kebijakan-

kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan; 

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan 

sesuai wewenang bidang tugasnya 

f. Bidang Aset 

Bidang Aset mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi di bidang administrasi aset, pengamanan aset dan 

penilaian aset daerah; 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Kepala Bidang Aset 

melaksanakan fungsi: 

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi 

aset, bidang Pengamanan aset dan bidang Penilaian aset. 

2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) di 

bidang Penyusunan Laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan 

monitoring dan evaluasi keuangan. 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penyusunan Laporan 

keuangan, penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi 

keuangan. 

4. Pelaksanaan penyusunan sistem aset daerah yang meliputi : perencanaan, 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan 

pemindahtanganan aset daerah; 
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5. Pengkoordinasian perencanaan analisa kebutuhan, penganggaran dan 

pengadaan aset daerah ; 

6. Pengkoordinasian penatausahaan aset daerah; 

7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan 

pemberdayaan aset daerah; 

8. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengamanan aset daerah; 

9. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penilaian, penghapusan dan 

penandatanganan aset; 

10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pemanfaatan dan pemberdayaan 

aset daerah; 

11. Pengkoordinasian penetapan status aset daerah; 

12. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan 

dan penyusunan neraca aset; 

13. Penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   

pengendalian dibidang administrasi aset,pengamanan aset dan penilaian 

aset; 

14. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

15. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; 

Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala bidang 

sesuai wewenang bidang tugasnya 

2.6 Ruang Lingkup Perusahaan 

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan 
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Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 peran yaitu selaku 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Perangkat Daerah 

(SKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 
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BAB III  

PEMBAHASAN 

 

3.1 Pembahasan Umum 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud meruapakan objek penulis untuk melakukan kegiatan Kerja 

Praktek. Sesuai yang diwajibkan oleh Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

kegiatan Kerja Praktek dilaksanakan selama 10 minggu yang terhitung dari 

tanggal 8 Februari sampai 16 April 2021 

 Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktek, penulis diterima dan 

ditempatkan pada Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan. Selama Kerja Praktek 

penulis mengikuti aturan-aturan yang ada pada BPKAD mulai dari berpakaian 

yang sopan dan rapi, mengikuti apel pagi dan apel sore sesuai dengan jam 

operasional kantor yaitu Senin-Kamis jam 08.00 WITA-16.00 WITA dan untuk 

hari Jumat jam 08.00-13.30 WITA dan setiap hari Jumat pagi di adakan olahraga 

bersama seperti jalan sehat dan zumba. Dari minggu pertama sampai minggu ke 

enam penulis di tempatkan di Bidang Akuntansi, setelah itu pada minggu ke tujuh 

sampai minggu ke sepuluh penulis di rolling di Bidang Perbendaharaan. 

 Selama Kegiatan Kerja praktek berlangsung penulis diterima dan memiliki 

hubungan yang baik dengan para staf pegawai dan juga pimpinan. Jika ada suatu 

pekerjaan yang penulis tidak mengerti maka para pegawai dengan baik memberi 
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tahu dan langsung membantu penulis tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Dan 

itu merupakan salah satu yang penulis dapatkan tentang bagaimana pentingnya 

komunikasi dalam suatu kerja sama sehingga pekerjaan itu dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

 Selama kegiatan Kerja Praktek, penulis ditempatkan di Bidang Akuntansi 

dan Perbendaharaan, tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama 10 

minggu adalah sebagai berikut:  

1. Rekap penerimaan dan pengeluaran di rekening rutin SKPD 

2. Melakukan pengecekan saldo awal seluruh SKPD di Kab. Kepulauan 

Talaud 2020 yang ada di SIMDA dengan saldo akhir tahun anggaran 2019 

3. Merekap bukti pembayaran pajak dan pajak pusat (PPN,PPh 21,PPh 22) 

setoran jasa giro 

4. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana bos 

5. Melakukan check list kelengkapan laporan keuangan  SKPD per bulan 

januari dan februari 

6. Membantu dalam mempersiapkan dokumen perjalanan dinas 

7. Mendisposisi surat kenaikan gaji berkala, tunjangan, dan SK pindah. 

8. Menerima dokumen SPJ Perjalanan Dinas, ATK di loket BUD dari 

berbagai SKPD dan melakukan pemeriksaan dokumen kalau sudah 

lengkap 

9. Mencatat pada buku register dokumen-dokumen yang masuk 

10. Menyortir dokumen-dokumen SPD Perjalanan Dinas dari berbagai SKPD 

11. Menerima berkas SPP, SPM Perjalanan Dinas dan ATK di loket BUD dari 

berbagai SKPD dan memeriksa kelengkapan berkas 
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3.2 Pembahasan Khusus 

 Selain pentingnya pedoman Laporan Keuangan, dalam menjalankan 

aktivitas dari instansi atau organisasi tentunya juga diperlukan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadikan suatu landasan bagi suatu 

organisasi atau instansi tersebut. Suatu organisasi harus memiliki sistem dan 

prosedur, karena sistem dan prosedur adalah hal yang berbeda. Sistem adalah 

“suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” (Mulyadi 2016:84). 

 Menurut Mulyadi (2020:82), prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. Dan Flowchart adalah suatu teknik untuk 

menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur penyelesaian masalah. Dengan 

kata lain, flowchart merupakan langkah-langkah penyelasaian masalah yang 

disajikan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Dengan demikian  penulis 

menyimpulkan bahwa prosedur adalah suatu pegangan dalam menjalankan suatu 

tujuan organisasi agar terlaksana dengan baik. 

 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdapat 

suatu proses penyediaan dana yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan 

fungsi dari BPKAD. Selama kerja praktek berlangsung  penulis ditempatkan pada 

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan lebih khususnya pada proses verifikasi 

surat penyediaan dana. Penulis mengemukakan bahwa penyediaan dana itu sangat 
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penting dalam suatu proses kerja agar suatu tujuan dapat terlaksana dengan baik, 

karena jika tanpa terjadinya surat penyediaan dana tujuan untuk menghasilkan 

sesuatu tidak akan tidak akan terjadi pastinya. 

Di dalam SPD terdapat dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ). Ada 

berbagai macam SDP, yaitu SPD Belanja Rutin seperti Belanja Barang dan Jasa 

terdiri dari Perjalanan Dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Air, Belanja 

Listrik, Honorarium, Penggandaan dan lain-lain. Adapun Proyek merupakan 

Belanja Modal yang termasuk dalam Belanja Rutin misalnya Rehabilitas Kantor 

dan itu memiliki penyedia atau kontraktor. SPD Penggajian ialah SPD untuk Gaji. 

Dan pada prosedur yang akan penulis uraikan salah satunya ialah Surat 

Penyediaan Dana Perjalanan Dinas. 

3.2.1 Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana Pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah 

 Pada saat menjalankan suatu tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau 

instansi maka dana itu sangat penting. Penyediaan dana adalah kegiatan dasar 

yang dalam memajukan tugas dan fungsi dari suatu instansi. Jika hal ini tidak 

dilaksanakan atau dilakukan maka dapat menghambat peran dari instansi. 

 Terdapat beberapa bagian dan dokumen-dokumen yang terkait pada 

prosedur tersebut. Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai prosedur Surat 

Penyediaan Dana Perjalanan Dinas pada BPKAD Kab. Kepulauan Talaud. 

 Berikut merupakan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur: 

1. Bendahara Pengeluaran 

Menyiapkan dan membuat berkas 

2. PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuanagan) 
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Menerima berkas SPJ, lalu memeriksa kelengkapan berkas SPJ 

3. Pengguna Anggaran 

Menerima berkas SPJ Perjalanan Dinas  dan dokumen lainnya serta NPD, 

kemudian pihak PPK-SKPD menandatangani berkas tersebut 

4. BUD (Bendahara Umum Daerah) 

Menerima berkas dari Bendahara Pengeluaran, lalu memeriksa 

kelengkapan berkas dan membuat SPD 

Berikut merupakan dokumen-dokumen terkait dalam prosedur: 

1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

Salah satu bentuk laporan keuangan yang telah digunakan 

2. Surat Tugas 

Surat resmi dari suatu instansi untuk melaksanakan tugas. 

3. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) 

Surat tugas dari pejabat Negara atau PNS  

4. Kwitansi 

Dokumen yang menjadi alat bukti pembayaran maupun penerimaan 

sejumlah uang 

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup 

Surat yang berisi sebuah pernyataan bahwa bersedia bertanggung jawab 

atas suatu kegiatan maupun pekerjaan 

6. Rincian Biaya Perjalanan Dinas  

Merinci uang harian dari suatu kegiatan  

7. Dokumentasi  

Foto bukti suatu kegiatan 
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8. Bukti Tiket 

9. Bukti Penginapan 

10. Laporan Perjalanan Dinas  

Laporan pertanggungjawaban setelah mengikuti awal kegiatan hingga 

akhir 

Berikut ini merupakan urutan prosedur Surat Penyediaan Dana Perjalanan 

Dinas pada BPKAD 

1. Prosedur dimulai dengan pihak Bendahara Pengeluaran menyiapkan dan 

membuat berkas atau dokumen berupa SPJ Perjalanan Dinas yang di 

dalamnya ada Surat Tugas, SPPD, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab bermaterai cukup, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Dokumentasi, 

Bukti Tiket, Bukti Penginapan, Laporan Perjalanan Dinas kemudian 

menyerahkan berkas SPJ ke pihak PPK-SKPD 

2. Pihak PPK-SKPD menerima berkas SPJ, lalu memeriksa kelengkapan 

berkas SPJ Perjalanan Dinas beserta dokumen-dokumen yang lain, jika 

tidak lengkap berkas yang ada di kembalikan ke Bendahara Pengeluaran 

untuk kembali dilengkapi dan jika sudah lengkap PPK-SKPD 

mengembalikan berkas SPJ Perjalanan Dinas beserta dokumen yang lain 

ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuat Nota Pencairan Dana (NPD). 

3. Setelah NPD dibuat, pihak Pengguna Anggaran (PA) menerima berkas 

SPJ Perjalanan Dinas  dan dokumen lainnya serta NPD, kemudian pihak 

PPK-SKPD menandatangani berkas tersebut lalu menyerahkan berkas SPJ 

Perjalanan Dinas  dan dokumen lainnya serta NPD ke Bendahara 

Pengeluaran 
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4. Bendahara Pengeluaran menerima berkas tersebut dan menyerahkan 

berkas SPJ Perjalanan Dinas dan dokumen yang lain serta NPD ke 

Bendahara Umum Daerah (BUD) di Bidang Perbendaharaan 

5. BUD menerima berkas dari Bendahara Pengeluaran, lalu memeriksa 

kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan ke Bendahara 

Pengeluaran dan jika berkas sudah lengkap, BUD akan membuat Surat 

Penyediaan Dana (SPD) ketika SPD telah dibuat, lalu BUD mengentri atau 

diterbitkan ke SIMDA setelah keluar SPD 1 rangkap dibuat arsip sesuai 

tanggal pada bagian BUD dan juga 1 rangkap BUD serahkan ke SKPD 

Bendahara Pengeluaran sebagai acuan dalam pembuatan SPP dan SPM 

6. Bendahara Pengeluaran menerima SPD 

7. Lalu dokumen SPD di arsip sementara untuk digunakan pada proses 

selanjutnya yaitu Prosedur Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

8. Prosedur Surat Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Selesai 
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Bagan 3.1 Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana pada BPKAD Kab. Kepulaud Talaud 

 

Bendahara 

Pengeluaran

Mulai

Menyiapkan 

dan membuat 

berkas

Menyerahkan 

berkas SPJ dan 

berkas lainnya ke 

PPK-SKPD

1

PPK-SKPD

Menerima berkas 

SPJ dan berkas 

lainnya

Menyerahkan berkas 

SPJ dan berkas 

lainnya ke PPK-

SKPD

Tidak

Dikembalikan ke Bendahara 

Pengeluaran
Ya

Mengembalikan 

berkas SPJ dan 

berkas lainnya ke 

Bendahara 

Pengeluaran untuk 

membuat NPD

2

1

2

Bendahara 

Pengeluaran 

menerima 

berkas SPJ 

dan berkas 

lainnya

Membuat NPD

NPD

Menyerahkan berkas 

SPJ, berkas lainnya 

dan NPD ke 

Pengguna Anggaran

3

Pengguna Anggaran

3

PA Menerima 

berkas SPJ, 

berkas lainnya, 

dan NPD

Menandatangani 

berkas SPJ,berkas 

lainnya beserta 

NPD

Menyerahkan 

berkas SPJ, berkas 

lainnya dan NPD 

ke Bendahara 

Pengeluaran

4

Bendahara Umum Daerah 

(BUD)

5

SPJ

ST

SPPD

Kwitansi

SPT

RB

Dokumentasi

BP

BT

Laporan

NPD

Menerima berkas 

SPJ,berkas lainnya 

beserta NPD

Memeriksa 

kelengkapan berkas 

SPJ,berkas lainnya 

beserta NPD

Dikembalikan ke Bendahara 

Pengeluaran

Tidak

Ya

Membuat SPD

SPD

Menyerahkan SPD ke 

BP

6

SPJ = Surat Pertanggungjawaban

ST = Surat Tugas

RB = Rincian Biaya

BP = Bukti Penginapan

BT = Bukti Tiket

SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas

SPT = Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

NPD = Nota Pencairan Dana

SPD = Suras Penyediaan Dana

PA = Pengguna Anggaran

PPK-SKPD = Pejabat Penatausahaan Keuangan- Satuan 

Kerja Perangkat Daerah

BUD = Bendahara Umum Daerah

SPJ

ST

SPPD

Kwitansi

SPT

RB

Dokumentasi

BP

BT

Laporan

NPD

SPJ

ST

SPPD

Kwitansi

SPT
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Dokumentasi
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SPT
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BP
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SPJ
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SPPD
Kwitansi

SPT
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Dokumentasi

BP

BT

Laporan

SPJ

ST

SPPD
Kwitansi

SPT

RB

Dokumentasi

BP

BT

Laporan

4

Menerima berkas 

SPJ, berkas 

lainnya dan NPD

Menyerahkan 

berkas SPJ, 

berkas lainnya 

dan NPD ke BUD

5

6

Menerima berkas 

SPD

Selesai

SPJ

ST

SPPD

Kwitansi

SPT

RB

Dokumentasi

BP

BT

Laporan

NPD

SPJ

ST

SPPD

Kwitansi

SPT
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NPD
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SIMDA
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SPD
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3.2.2 Simbol Flowchart 

 Menurut Mulyadi (2016:47), bagan alir atau flowchart merupakan simbol 

yang sering digunakan untuk analisis sistem untuk menggambarkan suatu bagan 

alir yang terdapat dalam suatu sistem.  

Tabel 3.1 Simbol Bagan Alir 

Simbol  Keterangan  

 
  

Simbol terminal : Menggambarkan awal dan 

akhir suatu sistem akuntansi  

 
  

Garis alir : Menggambarkan arah proses 

pengolahan data  

 

 
  

Kegiatan manual : Menggambarkan kegiatan 

manual seperti pengambilan nomor,  

memeriksa dan verifikasi berkas  

 

   

Dokumen : Menggambarkan semua jenis  

dokumen untuk merekam data terjadinya suatu 

transaksi  

   Simbol proses : Menggambarkan pengolahan 

data dengan komputer secara online.  
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Keputusan : Menggambarkan keputusan yang 

akan dibuat dalam proses pengolahan data  

  

    

Keterangan : Dipakai untuk menambahkan 

keterangan dan memperjelas pesan yang 

disampaikan dalam bagan alir. 

  

  

Arsip permanen : Menggambarkan tempat 

penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses 

lagi dalam sistem akuntansi.  

  

  

Arsip sementara : Menggambarkan tempat 

penyimpanan dokumen yang akan diproses lagi 

dalam sistem akuntansi.  

  

  

Simbol penghubung : Dipakai  dalam  

menghubungkan suatu proses bagan air pada 

halaman yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

TIDAK 

YA 
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3.3 Analisa 

 Berdasarkan  uraian di atas, analisa terbagi menjadi 2 yaitu Analisa 

Umum dan Analisa Khusus. Pada Analisa Umum penulis membahas tentang 

kegiatan Kerja Praktek yang telah dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Talaud, sedangkan pada Analisa Khusus 

penulis membahas tentang Prosedur Surat Penyediaan Dana Perjalanan Dinas. 

3.3.1 Analisa Umum 

 

 Kegiatan Kerja Praktek adalah salah satu kegiatan yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi dan Kerja Praktek ini merupakan salah satu syarat 

kelulusan yang ditetapkan oleh Universitas Katolik De La Salle Manado . Kerja 

Praktek ini dengan tujuan agar setiap mahasiswa-mahasiswi dapat menerapkan 

ilmu yang telah di pelajari di kampus, mengetahui dan mengenal bagaimana 

dunia kerja itu secara langsung. Kerja Praktek ini dilaksanakan selama 10 

minggu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh program studi.  

Objek dari Kerja Praktek yang penulis pilih pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ada banyak hal yang penulis dapat sejak 

mulai hingga selesai melaksanakan Kegiatan Kerja Praktek, baik itu berupa ilmu, 

pengalaman, cerita yang baru dan hal-hal yang sebelumnya belum penulis 

rasakan dalam dunia kerja. Selama proses kegiatan Kerja Praktek berlangsung 

penulis mematuhi aturan dari BPKAD, selain itu penulis juga mengikuti apel 

pagi setiap hari mulai dari senin sampai kamis pada Jam 08.00 WITA dan jam 

kerja selesai di jam 16.00 WITA, sedangkan pada hari jumat Jam 08.00 sampai 

jam 13.30 
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Penulis mendapatkan hal positif selama melakukan Kerja Praktek di 

BPKAD Talaud, mulai dari Kepala Badan yang sangat ramah, pegawai-pegawai  

bahkan honorer yang bahkan sering memberikan semangat kepada kami dan juga 

para security dan cleaning service yang juga sangat ramah sehingga penulis bisa 

merasakan nilai kekeluargaan dari para pegawai-pegawai maupun atasannya. 

Selama melakukan kerja praktek selama 10 minggu pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa metode mulai dari Observasi, Keterlibatan Langsung, Wawancara, dan 

Dokumentasi. 

 Selama penulis melaksanakan Kerja Praktek, ada hal-hal yang menjadi 

kekurangan dan kelebihan yang ditemui dari tempat Kerja Praktek. Kekurangan 

yang dapat penulis lihat dari tempat Kerja Praktek yaitu dalam proses kerja sehari-

hari berupa tidak memiliki cukup ruang untuk penyimpanan berkas-berkas. 

Adapun kelebihannya yaitu pimpinan sering memberikan semangat kepada para 

pegawainya, pegawai yang sangat baik dan ramah dan juga para security dan 

cleaning service yang juga sangat ramah sehingga penulis bisa merasakan nilai 

kekeluargaan yang sangat kental mulai dari pimpinan, para pegawai dan honorer 

yang ada . 

Selama kegiatan Kerja Praktek dilakukan, penulis juga mengamati sistem 

pengendalian yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Menurut Mulyadi (2017:130) terdapat empat unsur pokok dalam menjalankan 

sistem pengendalian internal, sebagai berikut :  
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1. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 

tegas 

Sebagian besar dari struktur organisasi yang ada dalam BPKAD Talaud 

sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.  

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup 

Dikarenakan tidak adanya tempat untuk penyimpanan berkas yang 

memadai. Hal kecil itu dapat dapat mengganggu para pegawai dalam 

menjalankan aktivitas. Dengan tidak adanya tempat untuk penyimpanan 

tersendiri maka kemungkinan berkas itu juga bisa saja hilang atau 

tercecer.  

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi.  

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, sistem dan prosedur yang 

dilaksanakan sudah berjalan dengan baik karena setiap kali instansi 

menjalankan suatu prosedur, harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu 

oleh kepala badan 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Karena setiap pegawai yang diterima untuk menjadi bagian dari BPKAD  

harus diseleksi terlebih dahulu yang biasa dikenal dengan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS). Jika telah diterima lewat CPNS maka para pegawai 

ditempatkan sesuai dengan keahlian di bidangnya. Tetapi bukan hanya 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja yang bekerja, ada juga Tenaga Harian 

Lepas (THL).  



 

39 
 

 

3.3.2 Analisa Khusus 

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada umumnya memiliki 4 

Bidang  Bidang Akuntansi dan masing-masing bidang menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik 

Selama kegiatan Kerja Praktek berlangsung penulis mengamati kegiatan 

yang terjadi pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan terlebih khusus pada 

judul yang penulis angkat yaitu Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana 

(SPD) Perjalanan Dinas, menurut penulis prosedur ini begitu penting karena 

dengan adanya SPD maka aktivitas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

aturan yang ada di BPKAD. 

SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka 

manajemen kas daerah. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan 

dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Manajemen kas daerah adalah 

kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap 

SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda 

dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan 

mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan 

SPD, serta periode SPD. Contohnya, bagi daerah yang mampu mencukupi 

kebutuhan dana yang diSPDkan untuk kurun waktu 3 bulan, maka periode 

pengajuan SPD cukup 1 kali tiap 3 bulan tersebut. 
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Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan salah satu 

kegiatan penting untuk proses pelaksanaan kerja. SPD di buat untuk menyediakan 

dana bagi setiap SKPD dalam periode waktu tertentu. SPD menunjukan informasi 

secara jelas alokasi dana tiap kegiatan yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). Penyediaan Dana meliputi Penyediaan Dana untuk belanja 

rutin dan Penyediaan Dana  untuk penggajian 

Dalam proses kerja BPKAD menggunakan sistem yang ada pada instansi 

pemerintah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Setiap bagian 

dalam prosedur yang penulis amati sudah melakukan dan tanggung jawab 

masing-masing khususnya pada Bidang Perbendaharaan. Peralatan Komputer dan 

WIFI sangat membantu terlaksananya pekerjaan. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar dari struktur organisasi yang ada dalam BPKAD Talaud 

sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik juga menurut 

pengamatan yang dilakukan penulis, sistem dan prosedur yang 

dilaksanakan sudah berjalan dengan baik karena setiap kali instansi 

menjalankan suatu prosedur, harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu 

oleh kepala badan 

2. Dikarenakan tidak adanya tempat untuk penyimpanan berkas yang 

memadai. Hal kecil itu dapat dapat mengganggu para pegawai dalam 

menjalankan aktivitas. Dengan tidak adanya tempat untuk penyimpanan 

tersendiri maka kemungkinan berkas itu juga bisa saja hilang atau 

tercecer.  

3. Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan salah satu 

kegiatan penting untuk proses pelaksanaan kerja. SPD di buat untuk 

menyediakan dana bagi setiap SKPD dalam periode waktu tertentu. SPD 

menunjukan informasi secara jelas alokasi dana tiap kegiatan yang tertata 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyediaan Dana 

meliputi Penyediaan Dana untuk belanja rutin dan Penyediaan Dana  

untuk penggajian 
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4.2 Saran 

 

 Berikut ini merupakan saran yang akan diberikan penulis untuk Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 

1. Mempertahankan kinerja serta sistem pengendalian internal yang sudah 

baik sehingga sistem dan prosedur yang ada pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah juga dapat berjalan dengan baik. 

2. Sebaiknya menyediakan tempat penyimpanan yang memadai dikarenakan 

kurangnya tempat untuk penyimpanan berkas. Hal kecil itu dapat dapat 

mengganggu para pegawai dalam menjalankan aktivitas. Dengan tidak 

adanya tempat untuk penyimpanan tersendiri maka kemungkinan berkas 

itu juga bisa saja hilang atau tercecer.  

3. Mempertahankan proses pengajuan surat penyediaan dana selalu 

terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan persyaratan 
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